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PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Negara / Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan
keterangan atau data tertentu mengenai data — dasa tertentu yang ade di wilayah —
wilayah tertentu. pengolahan. penyimparan dan penyajiannya bagi kepentingen
rakyat, dalam rangka memberikan jaminap kepastian hukum di bidang peaanahan
termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemelihasaan

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasaj
dari negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftarun
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang — Undang Pokok
Agraria yang individualistik komunalistik religius. selain bertujuan melindungi tanah
melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangya
(Moh. Malfud MD,2001:31)

Pasal 1 angla 20 tentang Peratusan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 secara
cksplisit menyatakan sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah. Namun dalam
perkembangan, eksistensi sestifikat hak atas tanah tidak hanya di pandang dari segi
hukum semata, juga segi sosial. ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, bahkan
di era globalisasi saat ini lalu lintas transaksi bidang pertanahan menjadi semakin
ramai hingea bermuara kepada upaya efekufitas, efisiensi dan transparansi penegakan

bukum (Law enforcement) bidang peadafiaran wmah, aptara lain melalui upaya
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penyatuan persepsi peraturan perundang — undangan teckait dengan persyaratan
permohonan seitifikat hak atas tanab d: kantor pertanahan.

Persyaratan pelmohonan sertifikat hak atas tanah di kantor pertanahan
dimaksud, berkzitan dengan sekumpulan peratucan pevundang-undangan yang tertulis
dan tidak terrulis sepanjang mengenai pcrsyaratan data fisik dan yuridis yang
scharusnya dilaksanakan untok menetbitkan sertifikat kepemilikan hak asas tanab
dikantor pertanahan di Indonesia.

Persyaratan permohonan sertifikat hak atas tanah yang ditentukan di dalam
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di iingkungan Badan
Pertanaban Nasional telah dibuat sesuai konstelasi hukum positif. terutama Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -~ Pokok Agraria dan
Peratutan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftatan Tanah seita
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertzanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Peraturan Pelaksanaannya, baik diproses sevara sistematik melalui partitia
ajudikasi ataupun sporadik melalui inisiatif pemihk tanah sendiri di Kantor
Pertanahan.

Faktualnya, pada setiap pengajuan pennohonan sertifikat kepemilikan hak
ams tanah di Kantor Pertanahan yang lebih dahulu diperiksa dan diteliti yaitu
mengenai tiga pevsyaratan data :

1. Pemilik sebagai subjek hak;
2. Tanah sebagai obyek hak;

3. Surat sebapai alas hak.

UNIVERSITASMEDAN AREA





